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BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

: bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



5.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Menetapkan :

dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah sebagai berikut :

a.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang
jin Usaha Media Elektronika, Percetakan Dan
Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2003 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2003

Nomor 1 Seri B);

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Retribusi Penggandaan Dokumen Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 3 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2006 Nomor 2);
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c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Retribusi ljin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 4);

d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 2).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3| au\{ a0}

BUPATI MQJOKERTO,

MUSTOF PASA
Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 3l auli o

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

RRY S TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR : 167-4/2017



